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ABSTRAK 

A. Nama : GALIH MUNANDAR, 201920251019 

B. Judul Tesis : HUKUM ACARA PERKARA TINDAK PIDANA 

RINGAN BERDASARKAN PERATURAN 

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012 

C. Jumlah Halaman : x + 129 halaman 

D. Kata Kunci : Hukum Acara Pidana, Tipiring, dan Perma. 

E.  Isi Abstrak  :  
Dalam peradilan dikenal adanya asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, yang 

wujud nyata, yang pengaturannya terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

mengenai Pemeriksaan Acara Singkat, dan Pasal 205 sampai dengan Pasal 213, dimana 

pelaksanaannya berlaku untuk perkara tindak pidana ringan yang pelaksanaannya diatur pada 

Surat Kapolri No POI. B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang 

penanganan kasus melalui Alternatif Dispute resolution (ADR), dimana seharusnya untuk 

perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 2012 dapat memungkinkan adanya upaya perdamaian antara pelaku 

dengan korban. Dalam praktiknya sendiri, ketentuan Perma tersebut di atas seringkali diabaikan 

oleh Hakim yang memeriksa perkara-perkara pencurian, penipuan, penggelapan dan penadahan 

yang nilai objeknya di bawah dua juta lima ratus ribu rupiah, bahkan tidak jarang Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut justru diterapkan dalam perkara lain yang 

justru tidak diatur dalam Perma tersebut. Sanksi hukum dari tidak dilaksanakannya Perma pada 

penanganan perkara tindak pidana ringan dan Perma perlu di cabut dan materi dimasukan 

kedalam KUHAP. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodelogi pendekatan yuridis normatif 

yang didukung dengan pendekatan empiris. Mengenai istilah penelitian hukum normatif, 

Penulis menggunakan pendekatan normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum 

atau kaedah (norm). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (value), 

peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, 

sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dalam peradilan dikenal adanya asas peradilan 

sederhana cepat dan biaya ringan, yang wujud nyata, yang pengaturannya terdapat pada Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai Pemeriksaan Acara Singkat, dan Pasal 205 

sampai dengan Pasal 213, dimana pelaksanaannya berlaku untuk perkara tindak pidana ringan 

yang pelaksanaannya diatur pada Surat Kapolri No POI. B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 

Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui Alternatif Dispute resolution (ADR) Sanksi 

hukum dari tidak dilaksanakannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pada 

penanganan perkara tindak pidana ringan dan perlu di cabut dan materi dimasukan kedalam 

KUHAP. 

G.Pembimbing/Promotor : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH. 

Dr. Dwi Atmoko, SH., MH. 
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ABSTRACT 

 

A. Name   : GALIH MUNANDAR, 201920251019 

B. Thesis Title   : LEGAL PROCEDURE FOR MISE CRIMINAL  

     ACTIONS BASED ON SUPREME COURT   

    REGULATION NUMBER 02 OF 2012 

C. Number of Pages  : x + 129 pages 

D. Keywords   : Criminal Procedure Code, Tipiring, and Perma. 

E. Contents of the Abstract : 

 

In the judiciary, it is known that there is a principle of simple justice, fast 

and low cost, which is real, the regulation of which is contained in the Criminal 

Procedure Code regarding Examination of Short Procedures, and Articles 205 to 

213, where the implementation applies to cases of minor crimes whose 

implementation regulated in the Letter of the Chief of Police No. POI. 

B/3022/XII/2009/SDEOPS dated 14 December 2009 regarding the handling of 

cases through Alternative Dispute Resolution (ADR), which should be for cases of 

minor crimes as referred to in Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 to 

allow for peace efforts between the perpetrators with victims. In practice, the 

provisions of the Perma mentioned above are often ignored by judges who examine 

cases of theft, fraud, embezzlement and collection whose object value is below two 

million five hundred thousand rupiahs, and it is not uncommon for the Supreme 

Court Regulation Number 2 of 2012 to be applied. in other cases which are not 

regulated in the Perma. Legal sanctions from not implementing the Perma in the 

handling of minor criminal cases and the Perma need to be revoked and the 

material included in the Criminal Procedure Code. 

In this study the authors used a normative juridical approach methodology 

supported by an empirical approach. Regarding the term normative legal research, 

the author uses a normative approach because the target of this research is law or 

rule (norm). The definition of rule includes legal principles, rules in the narrow 

sense (value), concrete legal regulations. Research with the object of normative law 

in the form of legal principles, the legal system, the level of vertical and horizontal 

synchronization. 

The results of the study show that, in court, it is known that there is a 

principle of simple justice, fast and low cost, which is real, the regulation of which 

is contained in the Criminal Procedure Code regarding Examination of Short 

Procedures, and Articles 205 to 213, where the implementation applies to cases 

minor criminal acts whose implementation is regulated in the Chief of Police Letter 

No. POI. B/3022/XII/2009/SDEOPS dated 14 December 2009 concerning handling 

cases through Alternative Dispute Resolution (ADR) Legal sanctions for non-

implementation of Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 on the handling of 

minor criminal cases and needs to be revoked and the material entered into the 

Criminal Procedure Code . 

 

G. Advisor/Promote  : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH. 

  Dr. Dwi Atmoko, SH., MH. 
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